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ABSTRAK

ALFISYAHRIN H. ARBIE. H1121178. PERAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P3A) DALAM
PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI
WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan
di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. 2) Untuk mengetahui faktor penghambat
peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanganan
tindak kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yang
berfokus pada pengumpulan data yang didasarkan pada pengamatan atau
pengukuran langsung dari fenomena dalam dunia nyata. Metode penelitian empiris
ini digunakan untuk mengumpulkan data konkret dan fakta yang dapat diuji dan
dianalisis. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di susun oleh penulis yaitu:
1) peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.-dalam
penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kab/ Gorontalo
Utara yang telah dilakukan adalah pengembangan kebijakan, penyuluhan dan
pendidikan, pelayanan korban, pelatihan dan peningkatan kapasitas, pengumpulan
data dan pemantauan, advokasi dan kampanye, kolaborasi dengan ‘pihak terkait
dan penyelenggaraan program. 2) Faktor-faktor penghambat peranDinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak
kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yakni
keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya
partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat keterlibatan pihak
terkait, tingkat pengaduan yang rendah, dan kondisi geografis dan aksesibilitas.

Kata kunci: pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kekerasan terhadap
perempuan
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ABSTRACT

ALFISYAHRIN H. ARBIE. H1121178. THE ROLE OF THE OFFICE OF
WOMEN’S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION IN HANDLING
VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE NORTH GORONTALO REGENCY

This research aims: 1) to find out the role of the Office of Women's Empowerment
and Child Protection in handling violence against women in the North Gorontalo
Regency area, and 2) to determine the inhibiting factors of the role of the Office
of Women's Empowerment and Child Protection in handling violence against
women inNorth Gorontalo Regency. The method used in this research is empirical,
done by focusing on data collection through direct observation or measurement
ofphenomena in the real world. This empirical research method is used to collect
concrete data and facts that can be tested and analyzed. Based on the results of
the discussion compiled, the findings are namely: 1) the roles of the Office of
Women's Empowerment and Child Protection in handling violence against women
in North Gorontalo Regency are through policy development, counseling, and
education,victim services, training, and capacity building, data collection-and
monitoring, advocacy, and campaigns, collaboration with related parties and
program implementation, and 2) Factors inhibiting the role of the Office of
Women's Empowerment and Child Protection in handling violence againstwomen
in North Gorontalo Regency are limited resources, lack of public awareness;-low
publicparticipation, low education level, level of involvement of related parties,
low level ofcomplaints, and geographical conditions and accessibility.

Keywords: women's empowerment, child protection, violence against women
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menghadapi tantangan dalam hal kekerasan terhadap
perempuan, tetapi peringkatnya dalam statistik kekerasan dapat berubah dari tahun
ke tahun. Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang menyebabkan cedera fisik,
emosional, atau psikologis terhadap individu atau kelompok lain. Ini mencakup
berbagai bentuk perilaku yang merugikan dan merugikan, baik secara fisik maupun
mental. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk hubungan
pribadi, lingkungan masyarakat, dan bahkan secara sistemik dalam skala yang lebih
besar. Kekerasan dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih
bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik!. Namun demikian, Mardani dalam
bukunya menjelaskan bahwa kekerasan tidak identik dengan kekerasan fisik tetepi

tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis Maupun seksual?.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah serius yang
melanda masyarakat di seluruh dunia. Kekerasan terhadap perempuan dapat
mencakup berbagai bentuk seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan
seksual, pemaksaan pernikahan anak, mutilasi genital perempuan, perdagangan

manusia, dan banyak bentuk lainnya. Tindakan kekerasan ini tidak hanya

t Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam
serta Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 123
2 Mardani, Bunga Rampai Hukum Aktual, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), him. 115.



berdampak buruk pada kesejahteraan fisik dan emosional korban, tetapi juga

merusak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang merugikan, melukai, atau
merugikan orang lain secara fisik, emosional, atau psikologis. Ini adalah perilaku
yang biasanya ditujukan untuk merendahkan, mengontrol, atau menyakiti individu

atau kelompok lain.

Dampak dari tindakan kekerasan ini sangat merusak. Tidak hanya melukai
korban secara fisik, tetapi juga menciptakan luka emosional yang dalam dan
traumatis yang dapat berlanjut sepanjang hidup korban. Dalam banyak kasus,
tindakan kekerasan merampas hak korban untuk tumbuh dan berkembang secara
normal, serta berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Selain itu, efek jangka
panjang dari tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak melampaui dampak
individual. Hal ini merusak tatanan sosial dan ekonomi secara keseluruhan,
menciptakan lingkungan yang tidak aman dan menghambat perkembangan

ekonomi yang berkelanjutan.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu tantangan yang
mendalam dan meresahkan yang masih menghantui masyarakat di seluruh dunia.
Fenomena ini mengambil berbagai bentuk, mencakup spektrum yang luas dari
kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali terjadi di belakang pintu tertutup
hingga kejahatan seksual yang menghancurkan secara emosional, serta pemaksaan

pernikahan anak yang merampas masa depan anak-anak yang rentan. Mutilasi



genital perempuan, perdagangan manusia, dan beragam bentuk tindakan kekerasan

lainnya menambah kerumitan permasalahan ini.

Pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia menyadari urgensi
masalah ini dan berusaha keras untuk mengatasinya. Salah satu upaya terpenting
adalah mendirikan lembaga khusus seperti Dinas Perlindungan Perempuan dan
Anak. Lembaga ini adalah komponen sentral dalam upaya perlindungan. Mereka
bertugas untuk menyediakan beragam layanan yang mencakup aspek perlindungan,
dukungan, dan rehabilitasi bagi korban tindakan kekerasan. Peran mereka
mencakup berbagai aktivitas, seperti memberikan perlindungan fisik untuk korban
yang dalam bahaya, memberikan bantuan medis dan psikologis, serta
mengkoordinasikan penegakan hukum dan proses hukum terhadap pelaku
kekerasan. Dinas Perlindungan juga sering kali berkolaborasi dengan organisasi
non-pemerintah dan lembaga lainnya untuk memperluas cakupan layanan dan
memberikan pendampingan kepada korban dalam jangka panjang. Meskipun
Indonesia telah melakukan program-program dan inisiatif untuk mengatasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak, kenytaannya bahwa kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak terus meningkat khusnya di Kabupaten Gorontalo

Utara Provinsi Gorontalo.

Pada tanggal 13 Februari 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Gorontalo Utara menggelar rapat koordinasi
pencegahan kekerasan perempuan dan anak . Pada gelaran ini, Sekretaris Dinas
P3A Femi Hiola menyampaikan bahwa kasus kekerasan perempuan tercatat tahun

2020 ada 31 kasus, tahun 2021 sebanyak 24 kasus dan tahun 2022 sebanyak 28



kasus. Kasus kekerasan terhadap anak didominasi kekerasan seksual sedangkan
kekerasan kepada perempuan didominasi pada kekerasan fisik®.

Pada bulan yang sama 17 Februari 2023 Kepala Satuan Reserse dan
Kriminal Gorontalo Utara menyampaikan bahwa kasus kekerasan pada anak dan
perempuan di Gorontalo Utara mencapai 50 laporan pada tahun 2022. Jumlah ini
sangat tinggi sehingga menjadi fokus perhatian untuk menekan kasus berkurang®.

Berdasrakan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi
fluktuasi dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di
Kabupaten Gorontalo Utara, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk terus bekerja
sama dan mengambil langkah-langkah konkret dalam mencegah dan mengatasi
kasus-kasus ini, terutama kasus kekerasan seksual dan fisik. Diperlukan upaya lebih
lanjut untuk menjaga keamanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak
di daerah Gorontalo Utara.

Gorontalo Utara adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi
Gorontalo, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu wilayah administratif di
provinsi tersebut. Gorontalo Utara memiliki ibu kota Kwandang dan terletak di
bagian utara pulau Sulawesi. Seperti banyak kabupaten di Indonesia, Gorontalo
Utara memiliki pemerintahan sendiri dan berfungsi sebagai unit administratif yang
mengatur urusan lokal, termasuk pembangunan, pelayanan publik, dan lain-lain.

Terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan

tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)

3 https://dulohupa.id/dinas-p3a-gorut-gelar-rakor-pencegahan-kekerasan-perempuan-dan-
anak/2/ diakses pada tanggal 18 Agustus pukul 15:12

4 https://www.medcom.id/nasional/daerah/JKRvoQ7K-kekerasan-anak-dan-perempuan-
gorontalo-utara-sangat-tinggi diakses pada tanggal 18 Agustus pukul 15:12



https://www.medcom.id/nasional/daerah/JKRvoQ7K-kekerasan-anak-dan-perempuan-gorontalo-utara-sangat-tinggi
https://www.medcom.id/nasional/daerah/JKRvoQ7K-kekerasan-anak-dan-perempuan-gorontalo-utara-sangat-tinggi

Gorontalo Utara. Berikut adalah beberapa poin terkait tugas dan tujuan dari
lembaga ini:

1. Promosi Kesetaraan Gender: Salah satu tujuan utama dari P3A adalah
mempromosikan kesetaraan gender. Ini mencakup upaya untuk menghapus
segala bentuk diskriminasi gender dan memastikan bahwa perempuan dan
laki-laki memiliki akses yang sama terhadap peluang pendidikan, pekerjaan,
dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat.

2. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak-Anak: Lembaga ini
bertanggung jawab untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari
kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Ini dapat mencakup
memberikan perlindungan hukum, sosial, dan psikologis bagi korban
kekerasan serta mendukung mereka dalam proses pemulihan.

3. Pemberdayaan Perempuan: P3A juga memiliki peran penting dalam
mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Ini melibatkan
upaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan,
memberikan  dukungan untuk  kewirausahaan  perempuan, dan
mempromosikan partisipasi aktif perempuan dalam keputusan-keputusan
yang memengaruhi kehidupan mereka.

4. Menciptakan Lingkungan Aman: Salah satu target P3A adalah
menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak-anak. Ini
mencakup pengawasan terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi
tempat kekerasan, seperti tempat kerja, sekolah, atau rumah tangga, serta

mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi kekerasan.



5. Pendidikan dan Kampanye Kesadaran: P3A dapat menyelenggarakan
program-program  pendidikan dan kampanye kesadaran untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesetaraan
gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Hal ini juga
dapat melibatkan pelatihan untuk pihak-pihak yang terlibat dalam
penanganan kasus kekerasan.

6. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait: P3A bekerja sama dengan berbagai
lembaga dan organisasi terkait, termasuk kepolisian, lembaga hukum,
organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat, untuk meningkatkan
efektivitas tugas perlindungan dan pemberdayaan mereka®.

Dengan menjalankan tugas-tugas ini, P3A di Gorontalo Utara berperan
penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan inklusif bagi
perempuan dan anak-anak, serta mengurangi angka kasus kekerasan terhadap
mereka.

Berdasarkan urain latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian
dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di
Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara)”.

1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian

ini sebegai berikut ini :

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91238/105719/F156626903/IDN91238%20I
DN.pdf diakses pada tanggal 18 Agustus pukul 11.00
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https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91238/105719/F156626903/IDN91238%20IDN.pdf

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Kab.
Gorontalo Utara?

2. Faktor-Faktor Apa yang Menghambat peran dinas Pemberdayaan perempuan
dan Perlindungan anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan
di Wilayah Kab. Gorontalo Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dalam penelitian bertujan untuk :

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Permberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap
Perempuan di Wilayah Ka. Gorontalo Utara.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat peran dinas pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap
perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan

memiliki banyak manfaat, baik bagi masyarakat maupun bagi pihak yang terlibat

dalam penanganan tindak kekerasan tersebut. Adapun harapan Penulis dalam

penelitian ini, dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini :

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan



perlindungan yang lebih baik kepada korban tindak kekerasan. Hasil penelitian ini
dapat digunakan untuk memperbaiki layanan, kebijakan, dan prosedur yang ada,

sehingga korban dapat mendapatkan perlindungan yang lebih efektif.

2. Manfaat Praktis

a. Advokasi dan Kesadaran Masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak. Informasi yang diperoleh dari penelitian
dapat digunakan untuk kampanye advokasi yang bertujuan mengubah
perilaku masyarakat dan mengurangi tindak kekerasan.

b. Kontribusi Terhadap Pengetahuan. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan
berharga terhadap pengetahuan tentang tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak, serta bagaimana pihak berwenang, seperti Dinas
Perlindungan Perempuan dan Anak, dapat berperan dalam penanganannya.
Penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah dan menjadi referensi bagi
penelitian selanjutnya.

c. Evaluasi Kinerja.Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk
mengevaluasi kinerja Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Hasil
penelitian dapat membantu identifikasi area yang perlu diperbaiki dan area

di mana Dinas tersebut telah berhasil.
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TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Peran

Peran (role) dapat didefinisikan sebagai serangkaian tingkah laku yang
diharapkan dari individu yang berada dalam masyarakat. Sementara itu, kedudukan
(position) dalam konteks ini mengacu pada status tertentu yang diharapkan
seseorang miliki dalam masyarakat, yang bisa berada pada tingkat yang tinggi,
sedang, atau rendah. Kedudukan ini berfungsi sebagai wadah yang berisi hak-hak
dan kewajiban tertentu, yang dalam konteks ini dapat disebut sebagai peran.
Dengan demikian, seseorang yang menduduki suatu kedudukan tertentu dapat
dianggap sebagai pemegang peran (role occupant). Hak adalah kewenangan untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sementara kewajiban adalah tanggung

jawab atau tugas yang harus dilaksanakan®.

Dalam konteks sosiologi, peran dapat diuraikan sebagai aspek dinamis yang
melibatkan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu yang menduduki
atau memiliki suatu posisi dalam masyarakat, serta menjalankan hak-hak dan
kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Ketika individu menjalankan perannya
dengan baik, diharapkan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan harapan
lingkungannya. Secara umum, peran memiliki kehadiran yang penting dalam

menentukan kelangsungan suatu proses. Dengan kata lain, peran individu dalam

6 Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. him. 348
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masyarakat adalah bagian integral dari bagaimana proses-proses sosial berlangsung

dan berkembang’.

Peran individu dalam masyarakat memiliki beberapa aspek yang dapat
diuraikan. Aspek-aspek ini membantu kita memahami kompleksitas dan dinamika

peran dalam konteks sosial. Berikut adalah beberapa aspek peran yang penting?®:
1. Peran Normatif.

Ini mencakup ekspektasi dan harapan yang diberikan oleh masyarakat
kepada individu yang menduduki suatu posisi. Peran normatif
menggambarkan bagaimana seseorang seharusnya berperilaku berdasarkan

pada norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
2. Peran Deskriptif.

Ini adalah cara individu tersebut benar-benar berperilaku dalam
kenyataannya. Terkadang, peran yang dijalankan oleh seseorang mungkin

berbeda dari ekspektasi normatif yang ada.
3. Konflik Peran.

Konflik peran terjadi ketika individu dihadapkan pada tuntutan atau
ekspektasi yang saling bertentangan dari peran yang berbeda dalam hidup

mereka. Contohnya, seorang ibu yang juga memiliki karier profesional

7 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pngantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hIm.242
8 lbid. him. 242.
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dapat mengalami konflik peran antara tuntutan sebagai ibu dan tuntutan

sebagai pekerja.

Peran Ganda (Role Strain).

Peran ganda terjadi ketika individu harus menjalankan dua atau lebih peran
yang berbeda secara bersamaan dan merasa kesulitan untuk memenuhi

semua tuntutan peran tersebut.

Peran Sosial.

Ini adalah peran yang diberikan oleh masyarakat kepada individu
berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, status sosial, atau
pekerjaan. Sebagai contoh, peran seorang ayah, seorang siswa, atau seorang

dokter adalah contoh peran sosial.

Peran Pribadi.

Ini adalah peran yang lebih spesifik untuk individu tertentu, dan seringkali
dapat mencakup peran dalam keluarga, teman, atau lingkungan sosial

tertentu.

Peran Terjunjung (Role Model).

Individu dapat menjadi peran terjunjung ketika perilaku atau prestasinya

dianggap sebagai contoh yang baik dan diikuti oleh orang lain.
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8. Peran Aspirasional.

Peran ini mencakup aspirasi atau harapan individu terhadap peran yang
ingin mereka capai di masa depan. Ini bisa menjadi motivasi yang kuat

untuk mencapai tujuan tertentu dalam hidup.

9. Peran dalam Perubahan Sosial.

Peran juga dapat memainkan peran penting dalam perubahan sosial.
Individu atau kelompok tertentu dapat memainkan peran aktif dalam

mempromosikan perubahan sosial, baik yang diinginkan atau tidak.

10. Peran dalam ldentitas.

Peran juga berperan dalam membentuk identitas seseorang. Cara individu
memandang diri mereka sendiri dan bagaimana orang lain melihat mereka

seringkali terkait dengan peran-peran yang mereka jalani.

Aspek-aspek ini tidak selalu eksklusif satu sama lain, dan peran individu
dalam masyarakat seringkali kompleks dan berlapis-lapis. Masyarakat dan budaya
yang berbeda dapat memiliki penekanan yang berbeda pada aspek-aspek peran ini,
dan ini dapat memengaruhi bagaimana individu mengartikan dan menjalankan

peran mereka dalam konteks tertentu.

Pemerintah adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengendalikan suatu wilayah atau negara. Kewenangan ini
memberikan pemerintah kekuasaan yang lebih besar daripada individu atau

kelompok yang diperintah. Dengan kata lain, pemerintah memiliki peran utama
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dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang memengaruhi mayoritas

penduduk atau orang banyak dalam suatu wilayah atau Negara.

Peran pemerintah dapat dibagi menjadi peran primer (utama) dan peran

sekunder (tambahan), yang membentuk bagian penting dari fungsinya dalam

mengelola negara atau wilayah. Berikut adalah uraian lebih lanjut tentang peran

primer dan sekunder pemerintah:

1. Peran Primer Pemerintah:

Pengaturan Hukum dan Keadilan: Salah satu peran utama
pemerintah adalah menciptakan, menegakkan, dan memperbarui
hukum dan peraturan yang mengatur perilaku individu dan entitas
dalam masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk
memastikan adanya keadilan dan keamanan hukum bagi semua

warganya.

Keamanan dan Pertahanan: Pemerintah memiliki tanggung jawab
untuk melindungi negara dan warganya dari ancaman baik dari
dalam maupun luar negeri. Ini mencakup peran dalam
mengorganisir angkatan bersenjata dan mengambil tindakan yang

diperlukan untuk menjaga keamanan nasional.

Pengelolaan Ekonomi: Pemerintah dapat memiliki peran penting
dalam mengatur ekonomi negara, termasuk pengaturan kebijakan

fiskal, moneter, dan perdagangan. Tujuannya adalah untuk
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mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan

menciptakan stabilitas ekonomi.

e Pelayanan Publik: Pemerintah menyediakan berbagai layanan
publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan
infrastruktur. Ini adalah peran penting dalam memenuhi kebutuhan

dasar warga negara.

e Hubungan Luar Negeri: Pemerintah berperan dalam menjalin
hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, menjalankan
kebijakan luar negeri, dan mempromosikan kepentingan nasional di

tingkat internasional.

2. Peran Sekunder Pemerintah:

e Regulasi: Pemerintah dapat memiliki peran dalam mengatur
berbagai sektor ekonomi dan industri, termasuk mengeluarkan
peraturan dan lisensi untuk memastikan bahwa mereka beroperasi

secara etis dan sesuai dengan hukum.

e Pengembangan Masyarakat: Pemerintah bisa berperan dalam
memfasilitasi pembangunan masyarakat melalui program-program
sosial, bantuan, dan inisiatif untuk membantu kelompok yang rentan

atau daerah tertentu yang membutuhkan perhatian khusus.

e Perlindungan Lingkungan: Pemerintah dapat memiliki peran

dalam melindungi lingkungan alam dan mengatur masalah-masalah
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lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan kebijakan lingkungan

yang berkelanjutan.

o Pendanaan dan Anggaran: Pemerintah mengelola anggaran dan
pendanaan untuk membiayai operasi dan program-programnya. Ini
mencakup pengumpulan pajak, alokasi anggaran, dan pemantauan

pengeluaran.

e Penelitian dan Inovasi: Pemerintah dapat mendukung penelitian
ilmiah, inovasi, dan pengembangan teknologi melalui lembaga-

lembaga khusus dan pendanaan®.
2.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) adalah
lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dalam suatu wilayah atau negara. Lembaga ini memiliki peran
penting dalam mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak, serta dalam
mempromosikan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap anak-anak. Berikut

adalah beberapa peran utama dari Dinas P3A:

1. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak-Anak: Peran inti Dinas
P3A adalah melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dari berbagai

bentuk kekerasan, pelecehan, diskriminasi, dan eksploitasi. Mereka harus

9 Prajudi Admosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988.him 12.
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bertindak sebagai agen perlindungan untuk melindungi perempuan dan

anak-anak yang rentan.

. Pemberdayaan Perempuan: Dinas P3A berperan dalam meningkatkan
peran dan partisipasi perempuan dalam masyarakat. Ini melibatkan
program-program untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi,
sosial, dan politik, serta menghilangkan hambatan yang menghambat

kemajuan perempuan.

. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak-Anak: Dinas
ini bertanggung jawab atas upaya pencegahan kekerasan terhadap
perempuan dan anak-anak dengan mengedukasi masyarakat tentang
pentingnya menghormati hak-hak mereka dan melaporkan kasus-kasus

kekerasan.

. Penyuluhan dan Kampanye Kesadaran: Dinas P3A dapat memainkan
peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak
perempuan dan anak-anak. Mereka bisa mengorganisir kampanye,

lokakarya, dan penyuluhan di sekolah-sekolah dan komunitas.

. Pengembangan Kebijakan: Dinas ini terlibat dalam proses pengembangan
kebijakan terkait dengan isu-isu perempuan dan anak-anak. Mereka
berkontribusi dalam merumuskan undang-undang dan peraturan yang lebih

baik untuk melindungi hak-hak mereka.

Konseling dan Dukungan Psikososial: Dinas P3A mungkin menyediakan

layanan konseling dan dukungan psikososial bagi perempuan dan anak-anak
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yang telah menjadi korban kekerasan atau pelecehan. Ini membantu korban

dalam mengatasi trauma dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

7. Pelaporan dan Penyelidikan: Dinas P3A adalah badan yang menerima
laporan kasus-kasus kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan dan
anak-anak. Mereka kemudian harus melakukan penyelidikan yang tepat dan

bertindak sesuai dengan hukum untuk menangani kasus tersebut.

8. Kolaborasi dengan Lembaga Lain: Dinas P3A seringkali bekerja sama
dengan lembaga-lembaga lain, seperti kepolisian, lembaga sosial, dan
organisasi non-pemerintah, untuk menyediakan perlindungan dan dukungan

yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak.

9. Pengawasan Terhadap Penegakan Hukum: Dinas P3A dapat memantau
penegakan hukum terkait dengan kasus-kasus kekerasan atau pelecehan
terhadap perempuan dan anak-anak untuk memastikan bahwa hukum

dijalankan dengan adil dan efektif.

Peran Dinas P3A sangat penting dalam memastikan bahwa perempuan dan
anak-anak memiliki akses yang adil dan setara terhadap hak-hak mereka serta
perlindungan dari ancaman dan bahaya yang mungkin mereka hadapi dalam

masyarakat.

2.3 Pengertian Kekerasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer dan kamus Webster,
"kekerasan" mengacu pada perbuatan atau tindakan yang melibatkan penggunaan

kekuatan fisik atau perilaku yang kasar dengan tujuan menyebabkan kerusakan
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fisik, psikologis, atau emosional kepada orang lain. Dalam konteks ini, kekerasan

bisa berupa:

1. Tindakan Fisik: Penggunaan kekuatan fisik untuk menyakiti atau melukai
seseorang. Ini mencakup tindakan seperti pukulan, tendangan, atau

penyerangan fisik lainnya.

2. Perlakuan Kasar dan Keras: Perlakuan atau perilaku yang tidak sopan, kasar,
atau keras terhadap orang lain. Ini bisa mencakup perlakuan yang menghina,

mengintimidasi, atau merendahkan martabat seseorang.

3. Penyimpangan atau Pelanggaran: Tindakan yang melanggar norma sosial,
hukum, atau etika. Misalnya, pelecehan seksual atau tindakan kejahatan yang

merugikan orang lain.

4. Perkataan Tidak Senonoh atau Kejam: Penggunaan kata-kata atau bahasa
yang kasar, tidak senonoh, atau menghina dalam interaksi komunikasi dengan

tujuan untuk melukai atau menyakiti perasaan seseorang.

5. Aksi yang Kuat dan Menghancurkan: Tindakan atau perilaku yang kuat,
bergejolak, atau destruktif, yang cenderung menghancurkan atau memaksa

orang lain.
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6. Ekspresi Emosional yang Intens: Ekspresi emosional yang ditandai dengan
intensitas yang tinggi, termasuk amarah, kemarahan, atau agresi, yang dapat

mengarah pada tindakan-tindakan kekerasan®®.

Penting untuk memahami bahwa kekerasan dapat muncul dalam berbagai
bentuk dan konteks, termasuk dalam rumah tangga, di tempat kerja, dalam
hubungan sosial, dan dalam konteks sosial yang lebih luas. Upaya perlindungan
perempuan dan anak dari kekerasan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di
Indonesia, sangat penting untuk melindungi hak-hak individu dan memerangi

berbagai bentuk kekerasan ini.
2.4 Pengertian kekerasan perempuan
2.4.1 Pengertian kekerasan perempuan

Kekerasan pada perempuan, atau sering disebut sebagai kekerasan
terhadap perempuan, merujuk pada tindakan atau perilaku yang menyebabkan
kerusakan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi kepada perempuan.
Kekerasan semacam ini dapat terjadi dalam berbagai konteks dan bentuk, dan
umumnya melibatkan tindakan yang merugikan, merendahkan martabat, atau
melukai perempuan. Berikut adalah beberapa bentuk kekerasan pada

perempuan.

10 Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan, (Bandung : PT Refika
Aditama, 2010), h.51
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1. Kekerasan Fisik melibatkan penggunaan kekuatan tubuh untuk menyakiti
atau melukai perempuan. Ini meliputi tindakan seperti pukulan, tendangan,
cedera fisik, atau bahkan tindak pembunuhan.

2. Kekerasan Psikologis terjadi ketika terdapat perilaku yang secara
emosional atau psikologis merendahkan martabat perempuan. Contoh-
contohnya mencakup ancaman, pelecehan verbal, penghinaan, kontrol
berlebihan, atau isolasi sosial.

3. Kekerasan Seksual mencakup berbagai bentuk perilaku seksual yang
dilakukan tanpa persetujuan atau melalui pemaksaan terhadap perempuan,
termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual, atau eksploitasi seksual.

4. Kekerasan Ekonomi terjadi saat perempuan dikendalikan atau dibatasi
dalam aspek ekonomi, seperti pengendalian terhadap akses ke uang,
penghancuran harta, atau penghalangan terhadap peluang ekonomi
perempuan.

5. Kekerasan dalam Hubungan Percintaan atau Perkawinan merujuk pada
tindakan kekerasan yang terjadi dalam hubungan percintaan atau
perkawinan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

6. Kekerasan Terhadap Anak Perempuan mencakup tindakan kekerasan yang
ditujukan kepada anak perempuan, seperti praktik pemotongan alat kelamin
perempuan (FGM/C) atau pernikahan anak perempuan yang dipaksa.

7. Kekerasan Berbasis Gender: Kekerasan yang terjadi karena perempuan dianggap
lebih rendah atau inferior berdasarkan jenis kelaminnya. Ini mencakup tindakan

seperti mutilasi genital perempuan dan penganiayaan karena alasan gender.
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Kekerasan pada perempuan adalah masalah serius yang merugikan hak-hak
perempuan, kesejahteraan fisik dan mental mereka, serta masyarakat secara
keseluruhan. Banyak negara telah mengadopsi undang-undang dan kebijakan untuk
melindungi perempuan dari kekerasan, dan upaya internasional juga telah
dilakukan untuk mengatasi masalah ini dan mempromosikan kesetaraan gender

serta hak asasi perempuan.

Perempuan maupun laki-laki memiliki potensi untuk melakukan tindak
kekerasan yang dapat menyebabkan dampak negatif, baik secara fisik maupun
non-fisik, terhadap individu lain. Namun, potensi ini tidak selalu diaktualisasikan
dalam kehidupan masyarakat, yang berarti bahwa tidak semua orang yang
memiliki potensi untuk melakukan kekerasan benar-benar melakukannya dalam
praktiknya®!.

Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa kemampuan untuk melakukan
tindak kekerasan adalah karakteristik individual, tetapi pelaksanaannya dapat
dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma sosial, nilai-nilai budaya,
pendidikan, lingkungan sosial, dan faktor-faktor lainnya. Meskipun seseorang
memiliki potensi untuk melakukan kekerasan, faktor-faktor ini dapat berperan
dalam mencegah atau mengurangi kemungkinan tindakan kekerasan tersebut
terjadi.

Penting untuk mengakui potensi kekerasan pada individu baik

perempuan maupun laki-laki sebagai langkah awal dalam mengatasi

11 Abdul Rahman, Perempuan, Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam
(Cet. I; Makassar: Aluddin University Press, 2014), h.239
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masalah ini. Upaya pencegahan kekerasan, pendidikan tentang konflik dan
komunikasi yang sehat, serta pengembangan norma sosial yang mendukung
perdamaian dan Kkesetaraan gender dapat membantu mengurangi
kemungkinan tindak kekerasan terjadi dan mengarahkan potensi tersebut ke
arah yang lebih positif dalam kehidupan masyarakat

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di berbagai tempat dan
konteks. Berikut adalah beberapa tempat kejadian umum di mana kekerasan
terhadap perempuan sering terjadi:

1. Dalam Rumah Tangga (Kekerasan dalam Rumah Tangga - KDRT): Ini
adalah salah satu tempat kekerasan terhadap perempuan yang paling umum.
KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, psikologis,
seksual, dan ekonomi yang terjadi di lingkungan rumah tangga oleh anggota
keluarga atau pasangan intim?*2,

2. Di Tempat Kerja: Kekerasan seksual, pelecehan verbal, intimidasi, atau
perlakuan kasar dapat terjadi di tempat kerja. Ini bisa melibatkan sesama
karyawan, atasan, atau rekan kerja. Kekerasan Seksual di Tempat Kerja
Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja adalah
pelecehan seksual. Ini mencakup komentar seksual tidak senonoh,
perundungan seksual, ancaman seksual, atau tindakan fisik yang tidak
diinginkan. Kekerasan seksual di tempat kerja dapat menciptakan

lingkungan yang tidak aman dan tidak sehat bagi perempuan?®3.

2 Harun Nasution dan Bahtiar Efendi, Hak Azazi Manusia Dalam Islam, h. 240-242
3 Abdul Rahman, Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi, h. 165-166.
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Intimidasi dan Pelecehan Verbal: Kekerasan terhadap perempuan di
tempat kerja juga bisa berbentuk intimidasi atau pelecehan verbal. Ini bisa
termasuk komentar merendahkan, pengejekan, atau ancaman yang
ditujukan kepada perempuan oleh sesama karyawan, atasan, atau rekan
kerja.

Ketidaksetaraan Gender: Ketidaksetaraan gender di tempat kerja dapat
menciptakan lingkungan di mana perempuan lebih rentan terhadap
kekerasan. Ini mencakup ketidaksetaraan dalam gaji, promosi, tanggung
jawab, atau peluang karier.

Ketidakamanan dalam Melaporkan: Terkadang, perempuan mungkin
merasa tidak aman atau takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka
alami di tempat kerja. Mereka mungkin khawatir akan pembalasan atau
dampak negatif lainnya pada pekerjaan mereka.

Kebijakan dan Prosedur Perlindungan: Penting untuk memiliki
kebijakan dan prosedur yang jelas dalam perusahaan atau organisasi yang
menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja. Ini
termasuk prosedur pelaporan, penanganan kasus, serta perlindungan bagi
pelapor.

Pelatihan dan Kesadaran: Pelatihan yang terkait dengan kesetaraan
gender, kekerasan di tempat kerja, dan penghormatan terhadap hak-hak
individu sangat penting. Hal ini dapat membantu mencegah kekerasan dan

membangun kesadaran di antara semua karyawan.
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Dukungan Psikologis dan Sosial: Perusahaan atau organisasi juga harus
menyediakan dukungan psikologis dan sosial bagi korban kekerasan di
tempat kerja. Ini mencakup layanan konseling dan dukungan yang dapat
membantu korban dalam pemulihan mereka.

Pemberdayaan Perempuan: Mendorong pemberdayaan perempuan di
tempat kerja, seperti memberikan peluang yang setara dan mendukung
karier mereka, dapat membantu mengurangi risiko kekerasan dan
menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif.

Di Tempat Umum: Kekerasan di tempat umum bisa termasuk pelecehan
verbal, tindakan pelecehan seksual, atau tindakan agresi fisik yang terjadi di
tempat-tempat seperti jalan raya, taman, atau transportasi umum.

Di Sekolah atau Kampus: Kekerasan di lingkungan pendidikan bisa
mencakup pelecehan seksual, intimidasi, atau kekerasan fisik yang
melibatkan siswa, guru, atau staf sekolah.

Di Institusi Penahanan atau Pemasyarakatan: Perempuan yang berada
dalam sistem penahanan atau pemasyarakatan dapat menghadapi risiko
kekerasan fisik, seksual, atau psikologis dari pihak lain, termasuk petugas
penjara.

Di Komunitas atau Lingkungan Sosial: Kekerasan juga dapat terjadi di
komunitas atau lingkungan sosial, termasuk dalam bentuk penganiayaan

oleh tetangga, teman-teman, atau individu lainnya dalam komunitas.
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Di Tempat Pelayanan Kesehatan: Kekerasan terhadap perempuan dapat
terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk dalam bentuk pelecehan
oleh tenaga medis atau staf.

Di Tempat Ibadah: Sayangnya, kekerasan terhadap perempuan juga dapat
terjadi di tempat ibadah. Hal ini mencakup kekerasan yang dilakukan oleh
anggota komunitas agama atau pemimpin agama.

Online atau Cyberbullying: Kekerasan online, seperti pelecehan di media
sosial, ancaman online, atau penyebaran informasi pribadi yang merugikan,
juga dapat menjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Di Tempat Perlindungan Sementara: Ironisnya, terkadang perempuan
yang mencari perlindungan di tempat perlindungan sementara atau tempat
penampungan juga dapat menjadi korban kekerasan, baik dari sesama
pengungsi atau staf pelayanan.

2.4.2 Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah serius yang ada di
seluruh dunia. Ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan di berbagai
konteks. Di bawah ini adalah beberapa bentuk umum dari kekerasan

terhadap perempuan:

1. Kekerasan Fisik: Ini mencakup segala bentuk tindakan fisik yang
menyakitkan atau merugikan perempuan, seperti pukulan, tendangan,

pemukulan, atau penyerangan fisik lainnya.
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Kekerasan Seksual: Ini mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan,
pencabulan, pelecehan verbal, dan perbuatan seksual lain yang
dilakukan tanpa persetujuan yang jelas dan tegas dari perempuan.
Kekerasan Psikologis atau Emosional: Ini bisa berupa ancaman,
penghinaan, pelecehan verbal, pengendalian, isolasi, atau perilaku lain
yang merugikan kesejahteraan emosional perempuan.

Kekerasan Ekonomi: Ini terjadi ketika perempuan dikendalikan secara
finansial, seperti dilarang bekerja, akses terhadap sumber daya finansial
yang dibutuhkan, atau perempuan dipaksa untuk memberikan uang atau
harta kepada pelaku.

Kekerasan dalam Hubungan Intim: Ini melibatkan kekerasan yang
dilakukan dalam konteks hubungan intim, seperti kekerasan dalam
rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran.

Kekerasan Terhadap Anak Perempuan: Ini mencakup segala bentuk
kekerasan yang dialami oleh anak perempuan, baik di rumah, di sekolah,
atau di tempat umum.

Kekerasan Terhadap Perempuan di Tempat Kerja: Ini bisa berupa
pelecehan seksual di tempat kerja, diskriminasi berbasis jenis kelamin,
atau perlakuan tidak setara lainnya.

Perdagangan Perempuan dan Eksploitasi Seksual: Ini mencakup
perdagangan manusia, prostitusi paksa, dan eksploitasi seksual

perempuan.
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9. Kekerasan Berbasis Tradisi dan Budaya: Beberapa bentuk kekerasan
terhadap perempuan dapat berakar dalam tradisi atau budaya tertentu,
seperti mutilasi genital perempuan, pernikahan anak, atau praktik-
praktik berbahaya lainnya.

10. Kekerasan dalam Konflik dan Perang: Kekerasan terhadap perempuan
juga seringkali meningkat selama konflik bersenjata dan perang,
termasuk pemerkosaan sebagai senjata perang.

Aksi kekerasan yang sering terjadi dapat diklasifikasikan menjadi empat

bentuk utama seperti yang dijelaskan:

1. Kekerasan Langsung merujuk pada tindakan yang secara langsung
menyerang fisik atau psikologis seseorang. Ini mencakup perilaku
seperti pembunuhan individu atau kelompok, pemusnahan etnis,
kejahatan perang, pembunuhan massal, serta tindakan paksa atau
brutal lainnya yang mengakibatkan penderitaan fisik atau
psikologis. Semua perilaku tersebut melanggar hak asasi manusia
yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup.

2. Kekerasan Tidak Langsung merupakan tindakan yang mengancam
nyawa seseorang tanpa melibatkan hubungan langsung antara
korban dan pelaku yang bertanggung jawab. Dalam kategori ini
terdapat dua sub-kategori: kekerasan dengan pembiaran dan
kekerasan yang ditermediasi. Kekerasan dengan pembiaran
biasanya terjadi dalam konteks kondisi yang statis, sementara

kekerasan yang ditermediasi sering kali terkait dengan perubahan
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dinamis dalam lingkungan yang dapat menyebabkan
kekerasan.Kekerasan Represif: Kekerasan represif terkait dengan
pencabutan hak dasar individu untuk bertahan hidup dan dilindungi
dari penderitaan. Ini melibatkan pelanggaran hak asasi manusia
seperti pembatasan kebebasan, penghinaan martabat manusia, dan
ketidaksetaraan hak asasi manusia. Kekerasan represif terkait
dengan tiga jenis hak asasi manusia utama: hak sipil (seperti
kebebasan beragama dan privasi), hak politik (seperti hak
berpartisipasi dalam pemilihan umum dan kebebasan berbicara),
serta hak sosial (seperti hak untuk membentuk serikat buruh atau
mogok kerja).

3. Kekerasan Alienatif: Kekerasan alienatif merujuk pada pencabutan
hak-hak individu yang lebih tinggi, seperti pertumbuhan emosional,
budaya, atau intelektual. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan non-
material, seperti kepuasan kerja, partisipasi dalam kegiatan kreatif,
kasih sayang, rasa kepemilikan sosial, dan identitas budaya.
Memasukkan hak-hak asasi manusia dalam jenis kekerasan alienatif
menekankan pentingnya memperlakukan individu dengan hormat

dan memenuhi kebutuhan mereka yang lebih luas®*,

Klasifikasi ini membantu dalam memahami berbagai bentuk kekerasan

dan dampaknya pada hak asasi manusia. Upaya perlindungan dan penegakan

14 Ridwan M.Ag, Kekerasan Berbasis Gender (Cet. I; Yogyakarta: Fajar Pustaka), h. 60.
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hukum diperlukan untuk mencegah dan mengatasi semua bentuk kekerasan ini

dalam masyarakat.

2.4.3 Penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan
terhadap perempuan, dan seringkali faktor-faktor ini saling berhubungan.

Beberapa penyebab umum dari kekerasan terhadap perempuan meliputi:

1. Norma Sosial dan Budaya: Norma sosial yang mendukung
ketidaksetaraan gender, budaya patriarki, dan nilai-nilai yang
melegitimasi dominasi pria atas perempuan dapat menjadi pemicu
kekerasan terhadap perempuan. Norma-norma ini dapat meresap ke
dalam masyarakat dan menghasilkan perilaku yang mendukung atau
membenarkan kekerasan.

2. Ketidaksetaraan Gender: Ketidaksetaraan dalam hak, peluang, dan
akses sumber daya antara pria dan perempuan dapat menciptakan
lingkungan di mana perempuan rentan terhadap kekerasan.
Ketidaksetaraan ini dapat mencakup ketidaksetaraan dalam pendidikan,
pekerjaan, kebijakan hukum, dan kontrol atas sumber daya ekonomi.

3. Kemiskinan dan Ketidakstabilan Ekonomi: Kemiskinan dan
ketidakstabilan ekonomi dapat memperburuk kekerasan terhadap
perempuan. Perempuan yang ekonominya lemah atau bergantung pada
pasangan atau keluarga lainnya mungkin kesulitan untuk melarikan diri

dari hubungan yang berbahaya.
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. Alkohol dan Narkoba: Penyalahgunaan alkohol dan narkoba oleh
pelaku dapat memicu kekerasan terhadap perempuan. Pengaruh zat-zat
ini dapat mengubah perilaku pelaku dan meningkatkan risiko kekerasan.
Konflik dan Perang: Konflik bersenjata dan perang sering kali
meningkatkan tingkat kekerasan terhadap perempuan. Dalam situasi
konflik, perempuan dapat menjadi target pemerkosaan sebagai senjata
perang, dan kekerasan lainnya dapat terjadi sebagai akibat dari
ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Kurangnya kesadaran
tentang hak asasi manusia, hak perempuan, dan cara mengatasi
kekerasan dapat membuat perempuan sulit untuk melaporkan atau
melarikan diri dari situasi kekerasan. Pendidikan dan kesadaran adalah
faktor penting dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan.
Kekerasan dalam Rumah Tangga: Kekerasan dalam rumah tangga
seringkali berakar dari konflik dan ketegangan dalam hubungan
pasangan. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan kekuasaan, kontrol, dan
penyalahgunaan alkohol dapat memperburuk kekerasan dalam rumah
tangga.

Ketidaksetaraan Hukum dan Kurangnya Penegakan Hukum:
Kurangnya penegakan hukum yang kuat terhadap pelaku kekerasan
terhadap perempuan, serta hukum yang tidak mencukupi untuk

melindungi perempuan, dapat membuka pintu bagi kekerasan tersebut.
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9. Faktor Individu: Beberapa pelaku kekerasan terhadap perempuan
mungkin memiliki masalah kontrol emosi, rendahnya tingkat empati,

atau pengalaman traumatis yang tidak diatasi dengan baik*®.

Mengatasi kekerasan terhadap perempuan memerlukan upaya yang
komprehensif, termasuk perubahan budaya, pendidikan, perbaikan hukum,
dan dukungan bagi korban. Ini adalah masalah yang kompleks dan sering
kali memerlukan kerjasama lintas sektoral dari masyarakat, pemerintah,
organisasi non-pemerintah, dan individu untuk mengatasi penyebab dan

dampaknya.

2.5 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 4 Tahun
2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan hukum yang dikeluarkan

oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia.

Perda digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di tingkat lokal,

seperti perlindungan permebuan dan anak, tata ruang, pelayanan kesehatan,
pendidikan, perizinan usaha, lingkungan, dan lain-lain.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 tahun

2019 Bagian keempat Pasal 7 disebutkan bahwa tanggung jawab utama

Pemerintah Daerah adalah untuk melindungi perempuan dari tindakan

kekerasan, baik yang terjadi di ruang publik maupun dalam lingkup

kehidupan pribadi. Hal ini didasarkan pada peraturan dan regulasi yang

15 Mia Amalia, “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”,
Wawasan Hukum 25, no.02 (2011): h. 406.
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mengatur perlindungan perempuan dan anak. Berikut adalah uraian tentang
tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melindungi perempuan dari
berbagai bentuk kekerasan:

a. Kekerasan Fisik

b. Kekerasan Seksual

c. Kekerasan Ekonomi

d. Kekerasan Sosial.

e. Kekerasan Psikis

f. Penelantaran Rumah Tangga

g. Pemaksaan atau Perampasan Kemerdekaan.

h. Ancaman Tindakan Tertentu

Pada pasal 8, terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai inti dari Pasal 7 terkait
tindakan yang wajib dilakukan oleh siapa pun yang menyaksikan, mengetahui, atau
mendengar tentang kejadian kekerasan. Ini merupakan bagian integral dari prinsip-
prinsip perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Berikut

adalah uraian lebih rinci tentang setiap tindakan yang diharuskan:

a. Mencegah Terjadinya Tindak Pidana.

b. Memberikan Perlindungan kepada Korban Kekerasan.

¢. Memberikan Bantuan Darurat.

d. Membantu dalam Proses Pengajuan Permohonan Perlindungan.
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Pasal 9 memperkuat upaya pencegahan kekerasan yang dijalankan oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5, dengan berbagai

metode sebagai berikut:
a. Mensosialisasikan Peraturan Hukum
b. Menyediakan Konseling/Bimbingan

c. Memberikan Pendidikan tentang Bahaya Kekerasan dalam Lingkungan

Keluarga
d. Mengadakan Seminar, Lokakarya, atau Kegiatan Serupa
e. Mendirikan Jaringan Kolaborasi untuk Pencegahan Kekerasan

f. Melakukan Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi dalam Pencegahan

Kekerasan melalui Kemitraan

g. Membentuk Sistem Pencegahan Kekerasan dan Memetakan Lokasi atau

Wilayah yang Rawan terhadap Kekerasan.

h. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat agar Berperilaku sesuai dengan
Norma Agama.Selain Pemerintah Daerah, pencegahan sebagaimana dimaksud

dalam aturan tersebut harus dilaksanakan oleh berbagai pihak, termasuk:

a. Keluarga dan/atau Kerabat Terdekat.
b. Masyarakat.

c. Lembaga Pendidikan.

d. Lembaga Kesehatan.

e. Lembaga Sosial Kemasyarakatanf.
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f. Dunia Usaha dan Lembaga Lainnya.

Pada Perda Kabupaten Gorntalo Utara Nomor 4 tahun 2019 juga
memberikan pelayananan terhadap korban tindak kekerasan. Hal ini terdapat
pada pasal 12 bahwa Pemerintah Daerah harus melaksanakan pelayanan terpadu
bagi korban tindak kekerasan melalui berbagai kegiatan. Berikut adalah

penjelasan lebih rinci mengenai kegiatan tersebut:

a. Pelayanan Pengaduan

b. Pelayanan Kesehatan

c. Konseling

d. Bimbingan Rohani

e. Pelayanan Rehabilitasi Sosial

f. Pelayanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

g. Pemulangan dan Reintegrasi

Selain kegiatan di atas, pelayanan tersebut juga harus didukung dengan

fasilitas yang sesuai, seperti:

a. Ruang Pelayanan Khusus di Jajaran Kepolisian.
b. Tenaga Ahli dan Profesional
c. Pusat Pelayanan dan Rumah Aman

d. Sarana dan Prasarana Lainnya

Penyelenggaraan pelayanan ini harus dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah
Daerah bersama P2TP2A (Pusat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan

Anak) dengan lembaga sosial lainnya. Selain itu, P2TP2A dan lembaga sosial
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lainnya dapat bekerja sama dengan unit pelayanan lainnya dalam jaringan yang
berkoordinasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada korban. Semua
prosedur pelayanan ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 13 mengenai pemberdayaan terhadap korban tindak kekerasan
menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus memberdayakan korban tindak

kekerasan melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu:

a. Pelatihan Kerja

b. Usaha Ekonomis Produktif dan Kelompok

c. Usaha Bersama Bantuan®

Tujuan dari pemberdayaan korban tindak kekerasan adalah untuk
membantu mereka pulih dari dampak kekerasan yang mereka alami, meningkatkan
kemandirian ekonomi, dan memberikan dukungan agar mereka dapat kembali ke
masyarakat dengan lebih kuat. Dengan cara ini, Pemerintah Daerah berusaha
memberikan solusi jangka panjang bagi korban tindak kekerasan untuk

memulihkan hidup mereka.

16 hitps://peraturan.bpk.go.id/Details/132260/perda-kab-gorontalo-utara-no-4-tahun-2019 diakses

pada tanggal 7 Oktober pukul 18.30
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2.6 Kerangka Pikir

1.UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
2.PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GORONTALO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERAN DINAS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P3A) DALAM
PENANGANAN TINDAK KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN
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Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam Penanganan
Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di
Wilayah Kab. Gorontalo Utara:

1. Memberikan Pelayanan
2. Memberikan perlindungan

Faktor penghambat:
1. Internal

2. Eksternal

OPTIMALISASI PERAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP

KEKERSAN PEREMPUAN DI KABUPATEN
GORONTALO UTARA
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2.7 Definisi Opersional

1. Peran adalah peranan atau tanggung jawab yang diharapkan atau diberikan
kepada seseorang atau suatu entitas dalam suatu situasi atau konteks
tertentu. Ini melibatkan perilaku dan fungsi yang seseorang atau entitas
harus laksanakan sesuai dengan norma-norma sosial, budaya, atau peraturan
yang berlaku dalam situasi tersebut.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) adalah
lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dalam suatu wilayah atau Negara.

3. Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang merugikan, melukai, atau
menyakiti individu atau kelompok lain. Ini bisa terjadi dalam berbagai
bentuk, baik secara fisik, psikologis, seksual, ekonomi, maupun sosial.

4. Kekerasan terhadap perempuan merupakan merujuk pada tindakan atau
perilaku yang menyebabkan kerusakan fisik, psikologis, seksual, atau
ekonomi kepada perempuan

5. Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

6. Eksternal adalah menyangkut bagian luar.

7. Internal adalah hal yang menyangkut bagian dalam.
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BAB 111

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah
jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan data yang didasarkan pada
pengamatan atau pengukuran langsung dari fenomena dalam dunia nyata. Metode
penelitian empiris ini digunakan untuk mengumpulkan data konkret dan fakta yang

dapat diuji dan dianalisis.

3.2 Objek penelitian

Objek penelitian adalah subjek atau fenomena yang menjadi fokus utama
dalam suatu studi penelitian. Objek penelitian adalah apa yang ingin dipahami,
dijelaskan, atau diinvestigasi oleh penulis. Pemilihan objek penelitian sangat
penting karena akan memengaruhi metode penelitian yang digunakan,
pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian
tersebut. Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah Peran Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak

Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Gorontalo Utara.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah geografis di mana penelitian
atau studi ilmiah dilakukan. Ini adalah lokasi fisik atau lingkungan di mana data

dikumpulkan, eksperimen dilakukan, atau observasi terjadi dalam rangka
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memahami, menginvestigasi, atau menjawab pertanyaan penelitian tertentu. Lokasi
penelitian dapat mencakup berbagai jenis tempat, mulai dari laboratorium dan
lapangan hingga kantor, perusahaan, atau lingkungan online, tergantung pada sifat
dan tujuan penelitian tersebut. Pemilihan lokasi penelitian harus disesuaikan
dengan topik penelitian dan metode yang digunakan. Maka dari itu, yang menjadi
lokasi penelitian ini yakni di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (P3A) kabupaten Gorontalo Utara.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian empiris, data merupakan komponen kunci yang digunakan
untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Data ini dapat berasal
dari berbagai jenis dan sumber. Adapun jenis dan sumber data pada penelitian ini

yakni:

1. Data Primer
Data yang dikumpulkan langsung oleh calon peneliti untuk tujuan penelitian
tertentu. Ini bisa berupa survei yang dibuat oleh calon peneliti, wawancara
yang direkam.

2. Data Sekunder
Data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh sumber lain, tetapi
digunakan ulang oleh calon peneliti untuk tujuan penelitian. Contoh data
sekunder adalah data dari lembaga pemerintah, publikasi ilmiah, atau basis

data online.



40

3.5 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian empiris, konsep populasi dan sampel adalah dua aspek

penting yang berkaitan dengan pemilihan subjek atau unit yang akan menjadi

fokus penelitian.

2.

Populasi

Populasi adalah kelompok lengkap dari semua individu, objek, atau entitas

yang memiliki karakteristik yang sama atau relevan untuk tujuan penelitian.

Populasi adalah kelompok yang lebih besar yang ingin kita generalisasikan

hasil penelitian. Berdasarkan definisi populasi, maka yang akan menjadi

populasi pada penelitian ini yakni semua pegawai yang ada di Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) kabupaten

Gorontalo Utara.

Sampel

Sampel adalah subjek atau bagian yang diambil dari populasi untuk tujuan

penelitian. Untuk mengurangi waktu dan biaya pada usulan penelitian ini,

calon peneliti memilih sampel sebaga beikut ini:

1. 3 pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(P3A) Kabupaten Gorontalo Utara

2. 2 orang korban kekerasan perempuan untuk dijadikan sampel.

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

1. Observasi
Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang penting

dalam penelitian empiris. Tujuan utama dari observasi dalam penelitian
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untuk  penulis adalah  untuk  mengamati, merekam, dan
mendokumentasikan perilaku, interaksi, atau fenomena secara
langsung’ dalam peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (P3A) kabupaten Gorontalo Utara dalam
menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan.

3. Wawancara
Wawancara adalah proses interaksi tatap muka antara peneliti dan
responden. Wawancara dapat bersifat terstruktur (dengan pertanyaan
yang telah ditentukan) atau tidak terstruktur (bebas). Tujuan penulis
wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan
mendalam dari responden atau subjek wawancara. Wawancara adalah
salah satu metode pengumpulan data yang berguna dalam penelitian
empiris, jurnalisme, atau pekerjaan lain yang melibatkan interaksi
dengan individu atau kelompok?®.

4. Dokumentasi
Teknik dokumentasi dalam penelitian merujuk pada metode atau strategi
yang digunakan calon peneliti untuk mengumpulkan, mencatat, dan
mengorganisir semua informasi, sumber daya, atau data yang relevan
dalam rangka melakukan penelitian. Teknik dokumentasi ini sangat

penting dalam penelitian karena membantu calon peneliti menjaga

17 Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta: Jakarta, hal. 58
18 1bid,. hal. 58
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catatan yang terperinci, memastikan keakuratan data, dan
memungkinkan pengulangan dan verifikasi hasil penelitian.
3.7 Tehnik dan Analisis Data
Teknik analisis data adalah serangkaian metode atau prosedur yang
digunakan untuk mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data agar
dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam, pola, atau temuan yang
relevan. Pemilihan teknik analisis data akan tergantung pada jenis data yang
dikumpulkan, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian yang diajukan.
Data yang diperoleh melalui penelitian akan diselidiki secara
kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu proses yang menghasilkan
deskripsi yang berkualitas tinggi dalam bentuk kalimat yang tersusun secara
logis dan efektif. Tujuannya adalah untuk memudahkan interpretasi data
dan pemahaman hasil penelitian. Sebelum memulai analisis data, langkah
awal yang dilakukan adalah pengorganisasian data yang diperoleh dari

penelitian. Setelah itu, data akan dianalisis secara kualitatif®.

9 Ibid,. hal. 61.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

411

41.2

Latar Belakang Lembaga
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunyan Anak (P3A)
Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu OPD yang memiliki
tugas dan fungsi. Bupati Gorontalo Utara membuat peraturan nomor 36
tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan
tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Gorontalo Utara
mungkin memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan
perempuan, mendorong kesetaraan gender, dan melindungi perempuan
dari segala bentuk kekerasan. Gorontalo Utara merupakan salah satu
kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Wilayah ini mungkin
memiliki karakteristik geografis yang beragam, termasuk dataran tinggi,
dataran rendah, dan pantai.
Visis dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Visi Dinas :
"Menjadi lembaga yang unggul dalam mewujudkan kesetaraan gender
dan memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam
Pembangunan serta perlindungan anak berkelanjutan di Kabupaten

Gorontalo Utara."

43
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Misi Dinas

1. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan perempuan untuk meningkatkan
kemandirian dan partisipasi mereka di berbagai sektor.

2. Melakukan upaya pencegahan kekerasan berbasis gender dan memberikan
perlindungan serta dukungan kepada perempuan yang menjadi korban
kekerasan.

3. Mengadvokasi kesetaraan gender di semua lapisan masyarakat dan
mempromosikan perubahan positif dalam norma sosial dan budaya.

4. Merancang dan melaksanakan program pemberdayaan perempuan yang
inovatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

5. Membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk lembaga
pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, untuk
meningkatkan efektivitas program.

6. Menyelenggarakan program pendidikan dan penyuluhan untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dan
kesetaraan gender.

7. Berkontribusi dalam pembentukan dan implementasi kebijakan yang
mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di tingkat

lokal.
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4.1.3 Struktur Organisai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kab. Gorontalo Utara

KEPALA DINAS

SALHA A.KUNO, S.Pd, M.AP
NIP. 19660627 1986 03 2010

SEKRETARIS

Kelompok Jabatan Fungsional
DRA. UMAR HIOLA

NIP. 19690402 1998 02 2004

Kasubag Perencaan Dan Keuangan " Kasubag Umum Dan Kepegawaian

Deysy S. Hasan, SKM
NIP. 19821289 201001 2003

Fadli alkaf, S. Si
NIP. 19840214 201101 1001

KEPALABIDANG KEPALABIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PUG PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN PHA
Dra. Aisa Badu Yun Melinda Harun, SH
NIP. 19660120 199303 2003 NIP. 19830629 200901 2003
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL KEPALA SEKSI JABATAN FUNGSIONAL
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
. . . DAN ANAK .
Dian Novika Baruadi, SH.MH Selha Deasy Hasan, S.Kom Halima Rahayu J. Lamara, S.Kom
NIP. 19871103 201101 2002 NIP. 19861206 201101 2 001 NIP. 198101520100 2 002

UPTD
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4.2 Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam
Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Kab.
Gorontalo Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara bahwa dari
tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 kasus kekerasan terhadap Perempuan
selalu terjadi. Berikut ini merupakan data kasus kekerasan terhadap Perempuan

dan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

DATA
JUMLAH KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PEERLINDUNGAN ANAK
SELANG BULAN JANUARI — DESEMBER 2020

o TOMAR RASUS YANG
NO | URAIAN JUMLAH DILAPORKAN KE
JAN [FEB {MARAPRIME IUNIIULI|AGS |SEP |okT INOVIDES | KasUs EIICIA
1 |PEREMPUAN | 3 10 f 03211220101 0¢{0O 13 13
2 omm |23l a3 al2l3]3]3] = 3
JUMLAH 1 1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara

Pada data di atas, menunjukan bahwa pada tahun 2020 kasus kekerasan
terhadap Perempuan terdapat 13 kasus dan telah dilaporkan ke kepolisian. Pada
tahun 2021 kasus kekerasan terhadap Perempuan masih berlanjut. Berikut data

laporan kasus kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2021 :

LAPORAN KASUS
PUSAT PELAYAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEERLINDUNGAN ANAK
SELANG BULAN JANUARI — AGUSTUS 2021

NO | JENIS KASUS BENTUK KASUS JUMLAH | JUMLAH KASUS YANG
FISIK |PSIKIS |SEKSUAL [EKSPLOITAS |LAINYA | KASUS DILAPORKAN KE
1 PEREMPUAN | 6 1 0 0 0 7 7
2 ANAK 4 3 13 0 0 18 18
JUMLAH 25 25

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara
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Kasus kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2021 yang terjadi sejak
bula Januri sampai dengan Agustus 2021 terdapat 7 kasus. Bentuk kasus yang
dialami oleh Perempuan terjadi beberapa kasus yaitu kasus kekerasan terhadap fisik
terdapat 6 kasus dan kekerasan terhadap psikis 1 kasus. Berdasarkan data ini bahwa
yang dialami kekerasan terhadap Perempuan bukan hanya berupa kekerasan

terhadap fisik namun kekerasan terhadap psikis juga terjadi.

PUSAT PELAYAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEERLINDUNGAN ANAK
SELANG BULAN JANUARI — DESEMBER 2022

No | IENIS KASUS BENTUK KASUS JUMLAH | JUMLAH KASUS YANG
FISIK  |PSIKIS [SEKSUAL [EKSPLOITAS [LAINYA | KASUS DILAPORKAN KE
1 PEREMPUAN | 3 1 0 0 1 4 4
2 ANAK 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 4 4

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara

Berdasarkan data di atas, jika dibandingkan dengan tahun 2021 kasus
kekerasan terhadap Perempuan menurun. Pada tahun 2021 kasus kekerasan
terhadap Perempuan terdapat 7 kasus sedangkan pada tahun 2022 kasus kekerasan
terhadap Perempuan ada 4 kasus berapa kekeran fisik 3, psikis 1 dan lainnya 1
kasus. Pada tahun 2023 kasus kekerasan terhadap Perempuan masih berlanjut.

Berikut ini data kekerasan Perempuan yang terjadi pada tahun 2023 :

PUSAT PELAYAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEERLINDUNGAN ANAK
SELANG BULAN JANUARI — DESEMBER 2023

TOMIAR KASUS YANG
NO | URAIAN JUMLAH DILAPORKAN KE
JAN |FEB | MAR APRIMEI | JuNIlJuLI |AGS |SEP [OKT |NOVIDES|  KASUS GEpOL I
1 {pemempuan | 1 |11l af 111111 l1fo] n 1
2| aa |olololoflolololololololo 0 0
JUMLAH 1 1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo Utara

Pada tahun 2023 kasus kekerasan terhadap Perempuan meningkat Kembali

jika dibandingkan dengan kasus 2022. Sejak bulan januari sampai dengan bulan
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November terjadi 11 kasus dan kasus tersebut sudah dilaporkan kepada pihak
Kepolisian Gorontalo Utara.

Berdasarkan data kasus pada tahun 2020 sampai tahun 2023 bahwa kasus
kekerasan terhadap Perempuan terus terjadi dan mengalami peningkatan. Oleh
sebab itu, sangat diperlukan kaseriusan penanganan terutama peran Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak
Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara. Berdasarkan hal
ini, penulis melukan wawancara dengan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
di Wilayah Kab. Gorontalo Utara yakni Kepala Dinas Ibu Salha A.K Uno, S.Pd,

M.AP mengatakan bahwa:

“Dalam menangani kasus kekerasan Perempuan PPA
merespon kasus dan mendatangi langsung rumah tersebut
dan dan jika ada korban korban kekerasan kami dari P2
TP2A membawanya kepada pihak yang berwajib dalam hal
ini melapor kepihak kepolisian. Kami juga membuat
program-program pemberdayaan perempuan”. (Salha A.K

Uno, S.Pd, M.AP)

Dok. Proses wawancara 4 Januari 2024
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Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan oleh Ibu Een Masii, SH selaku

pendaping P2 TP2A mengatakan bahwa :

“Dinas sering melakukan sosialisasi ke desa-desa ataupun
kecamatan untuk mencegah kekerasan terhadap Perempuan.
Dinas juga melakukan penyuluhan, melayani korban
kekerasan dan kolaborasi baik ditingkat desa maupun

kecamatan” (Een Masii, SH)

\§s

Dok. Proses wawancara 4 Januari 2024

Dari ke dua pernyaataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak
Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara telah
melaksanakan tugasnya sebagaiman mestinya bahwa Dinas Pemberdayaan
Perempuan memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan
kekerasan terhadap perempuan. Berikut adalah beberapa peran utama Dinas
Pemberdayaan Perempuan terhadap kekerasan terhadap perempuan:

1. Pengembangan Kebijakan:
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Merumuskan kebijakan-kebijakan yang mendukung pencegahan
dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.
Memastikan implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan standar

hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

2. Penyuluhan dan Pendidikan:

Menyelenggarakan program penyuluhan dan pendidikan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk
kekerasan terhadap perempuan dan dampaknya.

Memberikan informasi tentang hak-hak perempuan dan cara

melaporkan kekerasan.

3. Pelayanan Korban:

Menyediakan pusat pelayanan bagi korban kekerasan, termasuk
tempat aman, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial.

Berkoordinasi dengan lembaga kesehatan dan lembaga sosial
lainnya untuk memastikan korban mendapatkan perawatan yang

komprehensif.

4. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:

Memberikan pelatihan kepada staf dan mitra terkait, seperti petugas
penegak hukum dan tenaga kesehatan, untuk meningkatkan
pemahaman mereka tentang kekerasan terhadap perempuan.

Mendorong pengembangan kapasitas individu dan kelompok dalam

upaya penanggulangan kekerasan.

5. Pengumpulan Data dan Pemantauan:
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e Mengumpulkan data terkait kekerasan terhadap perempuan untuk
mendukung perencanaan dan evaluasi kebijakan.

e Melakukan pemantauan secara berkala terhadap -efektivitas
program-program pencegahan dan penanggulangan.

6. Advokasi dan Kampanye:

e Mengadvokasi hak-hak perempuan di tingkat lokal, nasional, dan
internasional.

e Melakukan kampanye untuk mengubah norma sosial yang
mendukung kekerasan terhadap perempuan.

7. Kolaborasi dengan Pihak Terkait:

e Berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga
pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, untuk
meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kekerasan.

e Membangun kemitraan untuk mendukung korban dan mencegah
kekerasan.

8. Penyelenggaraan Program Pemberdayaan:

e Menyelenggarakan program pemberdayaan perempuan untuk
meningkatkan kemandirian dan akses perempuan terhadap sumber
daya dan peluang.

e Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan
keputusan di berbagai bidang.

Melalui peran ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan berkontribusi secara

signifikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi
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perempuan, serta berusaha untuk mengakhiri semua bentuk kekerasan terhadap

mereka.

4.3 Faktor-Faktor Penghambat Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap
Perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara

Dalam menjalakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
di Wilayah Kab. Gorontalo Utara mengalami beberapa hambatan sehingga
dalam melaksanakan perannya. Berdasarkan hasil wawancancara yang penulis
lakukan dengan Ibu Siti Nur Fadjri T. Sulaiman, S.Psi selaku Staf Bidang PA

mengatakan bahwa:

“Yang menjadi penghambat bagi kami adalah letak
gegrafis lokasi yang sulit, Tingkat Pendidikan
Masyarakat rendah, keterbatasan anggaran dan fasilitas,
kurangnya kesadaran Masyarakat, rendahnya partisipasi
Masyarakat dan kurangnya Tingkat keterlibatan pihak

terkait ” (Siti Nur Fadjri T. Sulaiman, S.Psi)

- i
| —

= 1 A

5
| o [
\ '3 %
| %

1

Dok. Proses wawancara 4 Januari 2024
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Dari pernyataan lbu Siti Nur Fadjri T. Sulaiman, S.Psi penulis dapat

menjelaskan dan menyimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat  Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorontalo dalam

menjalakan perannya sangat bervariasi yakni :

1. Faktor internal yang dapat menghambat peran Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak kekerasan

terhadap perempuan di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Keterbatasan

Sumber Daya:

Kurangnya anggaran dan fasilitas dapat menjadi hambatan dalam
menyediakan layanan dan program perlindungan yang memadai.
Keterbatasan personel dan pelatihan dapat mempengaruhi

kemampuan staf untuk menangani kasus kekerasan dengan efektif.

2. Faktor eksternal yang dapat menghambat peran Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak kekerasan

terhadap perempuan di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dapat

mencakup:

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat:

Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk
kekerasan terhadap perempuan dan hak-hak mereka dapat membuat

sulitnya mendeteksi dan melaporkan kasus-kasus kekerasan.

Norma-norma sosial yang mendukung kekerasan atau meremehkan

peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dapat menjadi kendala.
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b. Rendahnya Partisipasi Masyarakat:

e« Minimnya partisipasi masyarakat dalam program-program

pencegahan kekerasan dapat mengurangi dampak positifnya.

o Tidak adanya dukungan aktif dari kelompok-kelompok masyarakat

dalam mengatasi masalah kekerasan dapat menjadi kendala.

c. Tingkat Pendidikan yang Rendah:

o Tingkat pendidikan yang rendah di beberapa daerah dapat
menyulitkan penyuluhan dan pemahaman mengenai pentingnya

melawan kekerasan.

e Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah mungkin kurang
mengakses informasi tentang hak-hak perempuan dan mekanisme

pelaporan kekerasan.

d. Tingkat Keterlibatan Pihak Terkait:

o Kurangnya koordinasi dan keterlibatan aktif pihak terkait, seperti
lembaga penegak hukum, pelayanan kesehatan, dan organisasi
masyarakat, dapat menghambat penanganan kasus kekerasan secara

efektif.

o Tidak adanya kerjasama yang erat antara berbagai pihak terkait

dapat mengurangi efektivitas upaya perlindungan.

e. Faktor Budaya dan Tradisional:
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e Adanya norma budaya atau tradisi yang mengakar dapat
memperkuat ketidaksetaraan gender dan merintangi upaya

pemberdayaan perempuan.

o Keterkaitan budaya dengan kekerasan dalam hubungan dapat
membuat sulit untuk mengubah norma sosial yang mendukung

kekerasan.

f. Tingkat Pengaduan yang Rendah:

e Rendahnya tingkat pengaduan kasus kekerasan dapat mencerminkan
kurangnya kepercayaan masyarakat pada sistem penegakan hukum

atau ketidakpahaman mereka tentang proses pelaporan.

g. Kondisi Geografis dan Aksesibilitas:

o Kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah atau kurangnya
aksesibilitas terhadap layanan perlindungan dapat menghambat

pemberian bantuan kepada korban.

Menilai faktor-faktor ini secara lebih rinci dapat membantu merancang
strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan peran Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak kekerasan terhadap

perempuan di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam
Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Kab.
Gorontalo Utara yang telah dilakukan adalah Pengembangan Kebijakan,
Penyuluhan dan Pendidikan, Pelayanan Korban, Pelatihan dan Peningkatan
Kapasitas, Pengumpulan Data dan Pemantauan, Advokasi dan Kampanye,
Kolaborasi dengan Pihak Terkait dan Penyelenggaraan Program.
2. Faktor-Faktor Penghambat Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap
Perempuan di Wilayah Kab. Gorontalo Utara yakni Keterbatasan Sumber
Daya, Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Rendahnya Partisipasi Masyarakat,
Tingkat Pendidikan yang Rendah, Tingkat Keterlibatan Pihak Terkait, Tingkat
Pengaduan yang Rendah, dan Kondisi Geografis dan Aksesibilitas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran sebagai

berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten
Gorontalo Utara perlu mengambil langkah-langkah strategis yang mencakup
penguatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan pendidikan,

peningkatan layanan korban dengan pendirian pusat perlindungan, pelatihan

56
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bagi petugas dalam menangani kasus kekerasan, pengumpulan data yang
sistematis, advokasi untuk meningkatkan kesadaran publik, kerja sama dengan
pihak terkait, dan penyelenggaraan program berkelanjutan. Dengan melakukan
hal ini, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan
anak dari tindak kekerasan serta memberikan layanan yang lebih baik bagi

korban di wilayah tersebut

2. Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yang menghalangi peran Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak
kekerasan terhadap perempuan di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, perlu
dilakukan beberapa langkah strategis. Ini mencakup pengalokasian yang
efisien dari sumber daya yang terbatas, peningkatan program pendidikan dan
penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, keterlibatan aktif
masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, peningkatan
aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kerja sama yang kuat dengan pihak
terkait, promosi pelaporan dan dukungan korban, serta peningkatan
aksesibilitas layanan perlindungan dan rehabilitasi. Dengan mengambil
langkah-langkah ini, diharapkan Dinas dapat lebih efektif dalam melindungi
perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta memberikan dukungan yang

lebih baik bagi korban di wilayah tersebut
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